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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat
dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Kotawaringin Barat tahun 2023 - 2026 dapat kami selesaikan.

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Daerah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023
— 2026 merupakan Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
serta Program dan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat selama 4 (Empat) Tahun mendatang.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian dan sebagai harapan
di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan
pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur Dinas
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami sadar bahwa di dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 — 2026 ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan
kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan
sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam
penyempurnaannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026.

Pangkalan Bun, April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NIP : 19650105 199403 1 010
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat
perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan
pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Undang-Undang ini
menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja
sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah
sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal
273 Ayat 1 dan 2 bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Perkada setelah RPD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat
Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah
dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selain itu
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan
ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 4 (empat) tahun. Rencana strategis merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
satu sampai dengan empat tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Rencana strategis Dinas yang kemudian disingkat dengan
Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan
penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran
pembangunan dan belanja sektor Dinas selama kurun waktu 4 (empat)
tahun kedepan (2023- 2026). Renstra diartikan sebagai dokumen
perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga
merupakan penjabaran gambaran permasalahan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang dihadapi serta indikasi program yang akan
dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana,
akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang
dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.
Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan

mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah
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sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPD
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang masuk dalam pelaksanaan

PTSP.

1.2 Landasan Hukum
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan

landasan hukum dan memberikan aspek legal dan memberikan gambaran

tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan
sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan
hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat periode

tahun 2023-2026 :

a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

¢. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

2|PPMPTSP
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Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;

f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan informasi
publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

} Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5601);

k Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/ Daerah;

| Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif
dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Didaerah;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5887);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman,
pembinaan dan pengawasan penyelenggaran Pemerintah Daerah;

p. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-
2021;

r. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik ditetapkan tanggal 15 September 2021;

s. Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

t Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

U Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tanggal 31 Desember 2021;

V. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

w. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S5 Tahun 2015
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2015 -2035

X Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

y. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025

z Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
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@ Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah  Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

bb. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2022
tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

cc. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor .... tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen
perencanaan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Kotawaringin Barat dimana harus menjadi pedoman bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan. Penyusunan
Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat
dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang penanaman modal serta memberikan arah pelaksanaan
penanaman modal dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mendatang di
Kabupaten Kotawaringin Barat. Artinya bahwa, setiap pembangunan di
Kabupaten Barat berkenaan dengan Pelayanan Penanaman Modal dan
PTSP selama periode yang ditetapkan harus merujuk dan berpedoman
pada program dan kegiatan yang telah diinisiasi dalam dokumen ini.
Dengan kata lain, tidak ada pembangunan, kegiatan atau program yang
menyelisihi setiap agenda yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra
ini.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-
2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kotawaringin Barat
melalui program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

2. Menjamin komitmen seluruh pelaksana bidang Penanaman Modal dan
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PTSP untuk berperan sesuai dengan kewenangan serta seluruh jajaran
SKPD yang terkait;

3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi pelaksana di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan
pembangunan yang sinergis dengan pembangunan provinsi dan
nasional;

4, Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah
dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan
pertanggungjawaban.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu menjelaskan isu-isu strategis, program- program kerja, kegiatan dan

sasaran yang akan dilaksanakan 4 (empat) tahun ke depan. Program-

program tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan
tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat

diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat secara bersinergi di bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehinggga tercapainya sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus

memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran dan tujuan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra — SOPD ini memuat 6 (enam) Bab yaitu terdiri

dari :

BAB 1 PENDAHULUAN - menguraikan; Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan

Tujuan dan Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -

menguraikan; Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

6|PPMPTSP



BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2023 -2020

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH -

menguraikan; Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dan Telaah Renstra
K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Telaah Rencana
Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan
Penentuan Isu-Isu Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN -

menguraikan; Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat
Daerah.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN -

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan,
indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat
Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPD

PENUTUP

LAMPIRAN -LAMPIRAN.
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Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2 Fungsi :

v' Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal
daerah;

v Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal
didaerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas
penanaman modal;

v Identifikasi sumber — sumber potensial daerah secara menyeluruh
dalam rangka pengembangan penanaman modal;

v' Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam
rangka menarik minat penanaman modal;

v' Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan
perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektor secara
terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan
menjadi kewenangan daerah;

v' Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah;

v' Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal perizinan
dan nonperizinan,;

v' Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;

v Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi :

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan organisasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kotawaringin Barat, terdiri atas :

S|PPMPTSP
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2020

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawabhi :
a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Promosi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

6. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2.1.4 Bagan Struktur Organisasi

Setelah menguraikan penjelasan terkait tugas, fungsi dan
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat seperti
diatas, maka dapat disusun bagan struktur organisasi untuk
mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait
penyelenggaraan organisasi Dinas secara hirarki dan berjenjang yang
dilaksanakan Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[ KEPALA DINAS]

_— [ SEKRETARIAT ]

| ¢
! |
: [ T L
H KELOMPOK SUB BAGIAN
UMUM, KEPEGAWAIAN
E JABATAN DAN PERLENGKAPAN
1
__________________________ e - — -
: BID!II\TNG I—: R
BIDANG BIDANG
BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA
PERENCANAAN DAN DAN SISTEM INFORMASI PELA\;::IJ\:"'I".EII:’PADU PENGENDALIAN
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
KELOMPOK KELOMPOK
nat oo | sttt | N P
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

Uraian struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan
mengembangkan semua kegiatan dibidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;

b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal
didaerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas
penanaman modal;

c. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh
dalam rangka pengembangan penanaman modal;

d. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal didalam
negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;

e. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan
dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi
kewenangan daerah;

f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah;

g. Pengolahan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan
dan nonperizinan;

h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum,
kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan

pengendalian program, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan,
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi

peraturan perundang-undangan pada Dinas, mengkoordinasikan

penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;

b. Koordinasi perumusan kebijakan teknis Dinas;

c. Koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;

d. Koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program
dan anggaran Dinas;

e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;

f.  Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;

g. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis
jabatan;

h. Pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga dan
perlengkapan;

i. Dokumentasi peraturan perundang-undangan;

j- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3. Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program

(1) Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program,
anggaran dan pelaporan Badan Keuangan dan Aset.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana
kerja Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program;

b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan
rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) dinas;

c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran
Perubahan (RKA Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

d. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
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Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2023 -2020

pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan
laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;

pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana
pada Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program secara lisan
dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam
pelaksanaan tugas;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub
Substansi Penyusunan Program;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan
Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

kesekretariatan;

4. Kelompok Sub Substansi Keuangan

(1) Kelompok Sub Substansi Keuangan mempunyai tugas melakukan

(2)
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penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, anggaran

dan pelaporan Badan Keuangan dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Kelompok Sub Substansi Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a.

J-

Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub
Substansi Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang
akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
Menyiapkan bahan dan data anggaran;

Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan anggaran;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi
serta perbendaharaan administrasi keuangan;

Menyelenggarakan pelaporan dinas;

Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penyusunan anggaran;

Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Substansi
Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub
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Substansi Keuangan baik secara lisan maupun tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub
Substansi Keuangan dengan membandingkan antara hasil kerja
dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

1. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Substansi
Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
dalam pembinaan dan peningkatan karier;

m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Substansi Keuangan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan
Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas kesekretariatan.

5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan mempunyai tugas

melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan

dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana,
analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada
sub bagian umum dan kepegawaian;

c. Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan
masyarakat pada Dinas;

d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan,;

e. Penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat
menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum
kantor;

f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi Aparatur Sipil
Negara meliputi penyusunan Analisa jabatan, Analisis Beban Kerja,
Usulan Formasi, Distribusi dan Penataan Pegawai serta Standar

Kompetensi jabatan;
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Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
budaya kerja pada Dinas sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan;

Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar
tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
Pelaksanaan penatausahaan aset;

Penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan
barang perangkat daerah;

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum,
Kepegawaian dan Perlengkapan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai

tugas pokok melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi

kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman

Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi :

a.

d.
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Pengkajian, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan
rencana umum penanaman modal daerah;

Pengkajian, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di
bidang pengembangan iklim penanaman modal;

Penyusunan proses bisnis kegiatan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

Pelaksanaan penyampaian informasi, sosialisasi kebijakan dan/atau
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peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengembangan potensi penanaman modal di daerah;

Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Sub Substansi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

1)

@)
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Kelompok Sub Substansi Rencana Umum Penanaman Modal
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan kajian dan rencana umum, rencana strategis, dan
rencana pengembangan penanaman modal di daerah;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Kelompok Sub Substansi Rencana Umum Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja
Kelompok Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal;

b. Pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyiapan rencana
umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal di sektor primer sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,;

c. Pengelolaan kegiatan pengumpulan data, pengkajian dan
penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana
pengembangan penanaman modal di sektor sekunder sesuai
dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

d. Pengelolaan kegiatan pengumpulan data, pengkajian dan
penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana
pengembangan penanaman modal di sektor tersier sesuai dengan
prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pelaksanaan evaluasi rencana umum, rencana strategis dan
rencana pengembangan penanaman modal di sektor primer,
sekunder, dan tersier sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,;

f. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana
pada Kelompok Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal

secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas
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dalam pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub
Substansi Perencanaan Penanaman Modal;

h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau
tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi
bagi atasan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan
Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

8. Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan

1)

(@)
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Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan

Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan analisis dan kebijakan bidang usaha,

sistem insentif dan administrasi, Penanaman Modal dan pelayanan

Terpadu Satu Pintu,;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi

Kebijakan menyelenggarakan fungsi.

a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja
Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Pengelolaan kegiatan pengumpulan, analisis data dan informasi,
penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha,
sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor
primer, sektor sekunder dan = sektor tersier sesuai dengan
prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
untuk bahan penyusunan kebijakan;

c. Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi
pelaksanaannya;

d. Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan
fasilitas Penanaman Modal,

e. Penyusunan wusulan penyederhanaan kebijakan kemudahan
berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan
dan non perizinan;

f. Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-
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undangan terkait Penanaman Modal.
Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan

penanaman modal, dan pendampingan hukum;

. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub
Substansi Deregulasi Penanaman Modal;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau
tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi
bagi atasan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan
Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

9. Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

(1) Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

(2)
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mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan

lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta

pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak